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  Besarnya perbedaan antara jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja, 
mengakibatkan kesempatan kerja menjadi sangat terbatas, maka tenaga kerja 
saling berebut dalam mencari pekerjaan. Akibatnya pengusaha dalam merekrut 
tenaga kerja kurang memerhatikan hak dan kesejahteraan pekerjanya. Sanksi 
hukum untuk mengatur masalah tenaga kerja serta kurangnya pengawasan dari 
pemerintah maka akan menimbulkan perselisihan. Untuk mengatasi perselisihan 
tersebut perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum pada tenaga kerja. Perlindungan 
terhadap tenaga kerja dapat dilihat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor:KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan pekerjaan 
sehingga digolongkan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, isi perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu dan landasan hukumnya serta pelaksanaan isi 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Penelitian ini merupakan merupakan 
penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi 
penelitian di PT INDATEX Karanganyar. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah 
melalui wawancara, kuisoner dan penelitian kepustakaan. Analitis data 
mengunakan analitis data kualitatif dengan model interaktif data.  
  Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengusaha sebagai 
pihak pertama dan pekerja sebagi pihak kedua telah melaksanakan perjanjian 
kerja waktu tertentu dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Kesesuaian ini terbukti dengan tidak adanya masa 
percobaan kerja bagi pekerja kontrak Hal ini sesuai dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 
UU No. 13 Tahun 2003. 
  Agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dapat berjalan sesuai dengan yang 
dikehendaki, hendaknya peraturan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
oleh kedua belah pihak agar penyimpangan- penyimpangan yang terjadi bisa 
diantisipasi dari awal. Sehingga mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi 
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A. Latar Belakang Masalah. 
Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini memerlukan 
suatu pegangan untuk dapat menghidupi kehidupannya. Untuk dapat 
menghadapi kehidupannya tersebut diperlukan adanya suatu Kerja. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja diperlukan adanya 
hubungan kerjasama antara pengusaha dan pekerja.  
Dalam bekerja tersebut ada orang yang bekerja tanpa mengikatkan diri 
pada orang lain, disamping itu ada orang yang bekerja dengan mengikatkan 
diri pada orang lain. Sehingga dalam hal ini, bekerjanya dengan bergantung 
pada orang lain yang memberi perintah, karena pekerja harus tunduk dan 
patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. 
Pada dasarnya hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja. 
Hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian 




upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk 
mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.  
Perjanjian kerja merupakan sebuah pernyataan yang sangat penting, 
yaitu di antaranya berisi tentang setujunya seseorang untuk bergabung dalam 
perusahaan sebagai pekerja. Sedangkan bagi karyawan, perjanjian kerja lebih 
berfungsi sebagai pemberi rasa aman. Alasannya, tertulis semua pernyataan 
berupa hak-haknya sebagai karyawan akan terjamin. Oleh karena itu dapat 
dibayangkan jika perusahaan tidak memberikan perjanjian kerja secara resmi, 
maka bisa saja perusahaan tersebut lari dari tanggung jawabnya. 
Perjanjian kerja mempunyai manfaat yang besar bagi para pihak yang 
mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini hendaknya harus disadari karena 
perjanjian kerja yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan 
suatu ketenangan kerja, jaminan kepastian hak dan kewajiban baik bagi 
pekerja maupun pengusaha. Akibat lebih jauh nantinya produktivitas akan 
semakin meningkat, sehingga pengusaha akan dapat mengembangkan 
perusahaannya dan lebih luas lagi dapat membuka lapangan kerja baru. 
Dampak negatif dari perbuatan pengusaha yang sewenang-wenang 
terhadap pekerjanya dan belum ditegakkannya sanksi hukum untuk mengatur 
masalah tenaga kerja serta kurangnya pengawasan dari pemerintah maka akan 
menimbulkan sengketa atau perselisihan. Begitu juga dengan sistem 
pengupahan, banyak yang memberikan upah secara diskriminatif, yang 
besarnya tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR) yang telah 





Menurut data dari laporan perselisihan dinas tenaga kerja 
menunjukkan sampai dengan bulan Agustus 2007 adalah : 
1. Dari 100 laporan yang masuk, 80 diantaranya berkaitan dengan tuntutan 
masalah upah yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 
2. Dari 50 kasus tenaga kerja yang masuk, 30 persen diantaranya 
menyangkut pelanggaran perjanjian kerja. (http:// 
stanleywush.wordpress.com) diakses tanggal 27 Desember 2007. 
Sedangkan dalam realisasinya masalah perselisihan yang dipicu 
masalah upah tersebut syarat perjanjian kerja telah diatur dalam Undang-
Undang No. 13 tahun 2003 dalam pasal 59 tentang perjanjian kerja waktu 
tertentu. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka diperlukan adanya suatu 
peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum pada tenaga kerja.  
Dalam pasal 27 ayat 2  Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: 
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa tujuannya adalah memberikan 
kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan 
penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Disamping jaminan hidup yang 
layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasan yang datangnya dari 
pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik 
mungkin. 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terjadi karena Modus hubungan kerja 
melalui pola kontrak tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan maksud 




dan lain-lain. Hal itu karena dalam perjanjian kerja kontrak atau perjanjian 
kerja waktu tertentu, apabila pekerjaan diperjanjikan telah selesai atau jangka 
waktu yang diperjanjikan telah berkahir maka hubungan kerja putus demi 
hukum tanpa adanya kewajiban pihak satu kepada pihak yang lain, kecuali 
diperjanjikan lain. 
Selama dalam hubungan kerja, pekerja dan pengusaha dihadapkan 
pada beberapa faktor yang memicu maraknya perselisihan ketenagakerjaan. 
Faktor yang memicu perselisihan ketenagakerjaan ini berupa ketidak jelasan 
masalah kontrak kerja khususnya bagi pekerja lepas. Untuk mengatasi 
perselisihan tersebut seharusnya tiap perusahaan membuat kesepakatan 
dengan pekerja musiman yang tertulis dalam perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Jadi dalam 
hal ini, masalah perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak akan terjadi 
apabila pihak perusahaan membuat kesepakatan kerja bersama. 
Dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dapat 
memberikan perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja. PT Indatex 
yang merupakan salah satu pabrik textile terbesar di Kabupaten Karanganyar 
tentunya juga ingin memberikan perlindungan yang memadai terhadap tenaga 
kerja.  
Dalam hal ini PT Indatex telah membuat ksepakatan kerja dalam 
bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sehingga pekerja kontraknya 




Namun ada kalanya pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT) tersebut tidaklah sesuai dengan yang apa yang telah diatur dalam 
Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hal ini terjadi karena kurangnya 
sosialisasi antara pengusaha dan tenaga kerja terhadap pelaksanaan perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT).  
Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis berusaha 
untuk menyusun penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN 
PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DI PT. 
INDATEX KARANGANYAR”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apa yang menjadi dasar penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Indatex Karanganyar?  
2. Apa isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan landasan hukumnya di 
PT Indatex Karanganyar?  
3. Bagaimana pelaksanaan isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT. 
Indatex Karanganyar ? 
 
C. Tujuan penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 
yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 
melangkah sesuai dengan maksud penelitian.  Adapun tujuan yang ingin 
dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 




a) Untuk mengetahui tentang proses pembuatan perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu. 
b) Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu. 
c) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi 
hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu dan cara penyelesaiannya. 
2. Tujuan Subyektif 
a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 
dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 
praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 
c) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu 
hukum. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
c) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 




Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 
bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti. 
E. Metode Penelitian 
Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya 
suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan 
yang hendak dicapai sebelumnya. Pengertian metode penelitian menurut 
Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut : 
1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam 
penelitian dan penilaian. 
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara untuk melaksanakan suatu 
prosedur.(Soerjono Soekanto, 2005 : 5) 
Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 
tertentu dengan jalan menganalisasinya. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa 
disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya 
dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris sosiologis. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang 




Soekanto adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan 
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 
lainnya. Maksudnya adalah tertutama mempertegas hipotesa-hipotesa, 
agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 
kerangka penyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2005 : 10) 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada 
data-data yang dinyatakan responden  secara lisan atau tulisan, dan juga 
perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh 
(Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Pendekatan kualitatif ini penulis 
gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain: 
a) Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk 
berhadapan dengan kenyataan. 
b) Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 
melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di PT. INDATEX 
KARANGANYAR. 
5. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari 
penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu : 
a) Sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah PT. INDATEX KARANGANYAR. 
b) Sumber data sekunder yang terdiri dari : 
a) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi 
hukum  yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, 




undangan, dan lain-lain. Dalam hal ini yang  menjadi bahan 
hukum  primer antara lain :  
a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
b. Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil 
penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang 
berkaitan dengan pokok bahasan. 
6. Tehnik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 
sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara (interview), adalah percakapan 
dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut 
dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu. (lexy J. Moleong.1990: 103). 
Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, 
yaitu metode wawancara dengan 
menggunakan catatan-catatan pokok kepada: 
(1) Manager atau badan Personalia PT. INDATEX 
KARANGANYAR. 




b. Studi Pustaka, merupakan tehnik 
pengumpulan data dengan cara 
menginfentariskan dan mempelajari bahan-
bahan yang berupa peraturan perundang-
undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan 
dokumen-dokumen lainnya yang ada 
hubungannya dengan obyek penelitian. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 
pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis 
menggunakan  model  analisis interaktif (interaktif model of analisis), 
yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu 
mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model 
ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang 
terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar 
data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 
:35). Tiga tahap tersebut adalah : 
a) Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul 
dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-
terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. 
b) Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan 
riset dapat dilaksanakan. 




Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 
peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan 
(HB. Sutopo, 2002:37). 
 








Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak 
diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, 
selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan 
penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang 
dilakukan dengan  proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat 
yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  masalah yang 
diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, 
kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus 
urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus 
(HB.Sutopo, 2002:13). 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa 
yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab 
ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Pengumpulan data 
Penarikan kesimpulan 




 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini memuat hal-hal yang mendasari dan melatar 
belakangi penulisan hukum ini. Maka pada bab ini akan dibahas 
mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang pekerja, 
pengertian pekerja dan pengertian pengusaha, Tinjauan umum 
tentang Perjanjian Kerja, Tinjauan umum tentang Perjanjian Kerja 
untuk Waktu Tertentu,. Sedangkan dalam kerangka pemikiran 
penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran. 
 BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian dan hasil 
penelitian, yaitu : PT. INDATEX KARANGANYAR sehingga 
digolongkan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, isi 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan landasan hukumnya di 
PT Indatex Karanganyar dan pelaksanaan isi perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu di PT. Indatex Karanganyar. 
 BAB IV  : PENUTUP 







A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Pihak terkait Dalam hubungan Ketenagakerjaan 
a. Pekerja 
Seperti yang kita ketahui dalam dunia kerja terdapat banyak 




semua istilah tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu: 
orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai 
imbalan (Darwin Prins; 2000 : 20) 
Dilihat dari definisi diatas, maka antara pekerja, buruh, 
karyawan dan pegawai itu mencakup pegawai swasta maupun pegawai 
negeri. Sedangkan pada prakteknya dibedakan antara pekerja, buruh 
dengan pegawai negeri.  
Pengertian buruh berbeda dengan pengertian pegawai negeri 
meskipun keduanya termasuk pengertian tenaga kerja. Adapun beda 
buruh dengan pegawai negeri dapat diketahui segi hukumnya maupun 
dari segi peraturan perundangan yang mengaturnya. 
Bagi buruh, hubungan hukum antar buruh dengan majikan 
berdasarkan hubungan hukum keperdataan, artinya hubungan hukum 
tersebut harus dibuat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan 
perdata. Bagi pegawai negeri, hubungan hukum antara pegawai negeri 
dengan pemerintah berdasarkan hukum publik. 
Menurut Imam Soepomo (1992 : 26) pengertian ”pekerja 
adalah sangat luas yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan baik 
dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang secara 
kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh lepas”. 
Untuk melengkapi pengertian atau perumusan buruh ini, perlu 
dikemukakan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini , meskipun 
dikatakan sebagai sumber utama hukum Ketenagakerjaan negara 
Indonesia, ternyata tidak memberikan perumusan yang jelas tentang 
apa yang dimaksud dengan Buruh. 
Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam UU No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membedakannya dengan 
pengertian tenaga kerja. Dalam  UU No.13 Tahun 2003 pasal 1 angka 





melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 
Dari pengertian diatas jelaslah bahwa pengertian tenaga kerja 
sangat luas yakni mencakup semua penduduk dalam usia kerja dalam 
UU No.13 Tahun 2003 minimal berumur 14 tahun. Dari pasal 1 angka 
2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa 
buruh adalah : “setiap orang yang melakukan pekerjaan yang 
dilakukan dalam hubungan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan 
jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Kalimat 
“didalam hubungan kerja” perlu digaris bawahi karena disinilah letak 
kuncinya apakah orang itu tenaga kerja atau buruh. Orang itu disebut 
buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan majikan. 
Kalau tidak maka dia hanyalah “tenaga kerja”, belum termasuk buruh. 
Jadi disini tenaga kerja lebih luas daripada buruh, sebab buruh 
merupakan bagian dari tenag kerja. Tetapi dalam pasal 1 ayat (3) 
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Dalam hal tertentu yang tercakup dalam pengertian pekerja 
atau buruh diperluas. Misalnya dalam hal kecelakaan kerja, dalam 
Undang-undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga 
kerja pasal 5 ayat (2), ditentukan bahwa, termasuk tenaga kerja dalam 
jaminan kecelakaan kerja ialah : 
(a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang 
menerima upah maupun yang tidak; 
(b) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang 
memborong adalah perusahaan; 
(c) Narapidana yang dipekerjakan perusahaan.  
Dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 40 tahun 2004 




orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam 
bentuk lain”. 
Dalam pasal 1 huruf d Undang-undang No. 7 tahun 1981 
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, memberikan 
pengertian bahwa buruh adalah: “Tenaga kerja yang bekerja pada 
perusahaan dengan menerima upah”. 
Dengan demikian dapat disimpulkan walaupun perumusannya 
agak berlain-lainan tentang pengertian pekerja, pada dasarnya memuat 
unsur yang sama, yaitu : seseorang yang bekerja pada orang lain 
dengan menerima upah. Jadi pekerja pengertiannya sama dengan kata 
buruh. 
b. Pengusaha  
Menurut Imam Supomo (1992 : 27) istilah pengusaha secara 
umum ”menujukkan tiap orang yang melakukan suatu usaha ( 
enterpreneur ), seorang majikan adalah seorang pengusaha dalam 
hubungan dengan buruh”. 
Sebelum istilah pengusaha ada, maka istilah majikan yang 
digunakan untuk menyebut mereka para pengusaha yang 
mempekerjakan dan membayar buruh. Sama halnya dengan istilah 
buruh, istilah majikan itu tidak sesuai dengan konsep di dalam 
Hubungan Industrial, karena bila kita mendengar kata majikan, maka 
yang terlintas di dalam pikiran kita adalah orang yang memiliki 
kekuasaan dan kemampuan untuk menekan buruh agar selalu menurut 
kepadanya, padahal antara buruh dan majikan secara yuridis 
merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang sama. 
Karena itu lebih tepat jika disebut dengan Pengusaha. 
Sehubungan dengan hal tersebut, perundang-undangan yang 
lahir kemudian seperti UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 





Undang-undang No. 7 tahun 1981 pasal 1 huruf b memberikan 
pengertian sebagai berikut :  
1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu 
perusahaan milik sendiri; 
2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, 
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 
angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia. 
Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja, pengertian pengusaha adalah sebagai berikut : 
1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu 
perusahaan milik sendiri; 
2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia 
dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah 
indonesia. 
Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan 
Kerja, pengusaha adalah : 
1) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik 
sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; 
2) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan 
sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu 
mempergunakan tempat kerja; 
3) Orang atau badan hukum yang indonesia mewakili orang atau 
badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili 
berkedudukan di luar indonesia. 
Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 
KEP.100/MEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 




1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 
2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secar 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 
KEP.100/MEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu tersebut ternyata sama dengan pengertian pengusaha dalam 
pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pengertian pengusaha 
menunjukkan pada orangnya sedangkan perusahaan menunjuk pada 
bentuk usaha atau orangnya. Jadi bisa dikatakan bahwa istilah 
pengusaha adalah yang paling tepat dan pantas digunakan karena 
memberikan gambaran adanya hak dan kewajiban yang seimbang 
antara pihak yang saling berkait, sehingga tercipta hubungan kerja 
yang tepat. 
2. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja 
a) Pengertian Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja yang dalam bahasa belanda disebut 
Arbeidsoverenkoms mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a 
KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut : ”Perjanjian 
kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh) 
mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si 
majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah”. 
Menurut Imam Soepomo yang ditulis oleh Lalu Husni (2003 
: 54) berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 




menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan 
mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan bayaran upah. 
 Menurut Koko Kosidin (1999 : 6) perjanjian kerja adalah: 
 Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, 
perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri : adanya upah atau gaji 
tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan yang 
diperatas yang dalam bahasa Belanda disebut dienstverhoeding, 
yaitu suatu yang berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) 
berhak memberikan perintah yang harus ditaati pihak lain. 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian, yaitu : 
”Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan 
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak 
dan kewajiban kedua belah pihak”. 
b) Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja 
Ada beberapa unsur perjanjian kerja, yaitu : 
(1) Adanya unsur work atau pekerjaan. 
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang 
diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah 
dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seijin majikan 
dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUH-
Perdata Pasal 1603a yang berbunyi : “Buruh wajib melakukan 
sendiri pekerjaannya, hanya dengan seijin majikan ia dapat 
menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat pekerjaan yang 
dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan 
dengan keterampilan / keahliannya, maka menurut hukum jika 
pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus 
demi hukum. 
(2) Adanya unsur perintah 
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada 
pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus 
tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan 




hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan 
antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan 
tersebut bukan merupakan hubungan kerja karena dokter, 
pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien. 
(3) Adanya upah 
Upah memegang peranan penting dalam hubungan 
kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan 
utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah 
memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka 
suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja ( 
Lalu Husni, 2003 : 57 ). 
(4) Adanya waktu tertentu 
Artinya waktu tertentu disini bahwa dalam melakukan 
hubungan kerja tersebut haruslah disesuaikan dengan waktu 
yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau dalam 
peraturan perundang-undangan. (Koko Kosidin, 1999 : 13). 
c) Bentuk Perjanjian Kerja   
Bentuk perjanjian kerja pada dasarnya bebas, artinya 
perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. 
Dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : “Perjanjian kerja dapat dibuat 
dalam bentuk lisan dan atau tertulis”. Namun akan lebih baik apabila 
perjanjian dibuat secara tertulis. Hanya saja, jika perjanjian dibuat 
secara tertulis, maka semua biaya akata dan lain-lain biaya tambahan 
harus ditanggung oleh majikan.  
Hal ini sesuai dengan pasal 1601 huruf d KUH Perdata. Pada 
dasarnya bentuk tertulis menjamin kepastian hukum dan kewajiban 
para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu 
proses pembuktian. Tetapi pada prakteknya, masih banyak 
perusahaan yang belum membuat perjanjian kerja secara tertulis, hal 




d) Syarat sahnya perjanjian kerja 
Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja 
dibuat atas dasar : 
(1) Kesepakatan kedua belah pihak 
(2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
(3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
(4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ( Lalu Husni, 2003 : 57 ). 
Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut 
kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-
pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat 
mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak 
yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima 
pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak penggusaha menerima pekerja 
tersebut untuk dipekerjakan. 
Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus 
dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut 
sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak dan kemampuan atau 
kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam 
membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat 
subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat 
perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan 
pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat 
obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif 
tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari 
semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. 
Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat 
hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang 




orang tua / wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap 
membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada 
hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai kekuatan 
hukum selama belum dibatalkan oleh hakim (Lalu Husni, 2003 : 59). 
e) Jenis Perjanjian Kerja 
Ada 2 jenis perjanjian kerja, yaitu :  
(1) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer : 
KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, telah disesuaikan dengan 
perkembangan dan teknologi dewasa ini 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat 
secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf 
latin, serta harus memenuhi syarat-syarat, antara lain : 
(1) Harus mempunyai jangka waktu tertentu; 
(2) Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu; 
(3) Tidak mempunyai syarat masa percobaan. (Zaeni 
Asyhadie,2007 :   56) 
Dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian  kerja untuk waktu tertentu 
hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis 
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
tertentu, yaitu : 
(a) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya; 
(b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun; 
(c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
(d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 




Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian 
kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 
perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan 
maksudnya secara tertilis kepada pekerja/buruh yang 
bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (5) UU Nomor 
13 tahun 2003. 
(2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu. 
Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu di sini 
adalah suatu jenis perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam 
suatu perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu 
berlakunya.  
Dengan demikian, perjanjian kerja untuk waktu tidak 
tertentu berlaku terus, sampai : 
(1) pihak pekerja/buruh memasuki usia pensiun (55 tahun); 
(2) pihak pekerja/buruh diputuskan hubungan kerjanya karena 
melakukan kesalahan; 
(3) pekerja/buruh meninggal dunia; dan 
(4) adanya putusan pengadilan yang menyatakan pekerja/buruh 
telah melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja 
tidak bisa dilanjutkan. (Zaeni Asyhadie,2007 : 57) 
Dengan demikian yang dinamakan perjanjian kerja 
untuk waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja di mana 
waktu berlakunya tidak ditentukan baik dalam perjanjian, 
Undang-undang ataupun dalam kebiasaan. 
Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dibuat secara 
tidak tertentu dan dapat mensyaratkan adanya masa percobaan 
kerja selama-lamanya 3 bulan dan upahnya tidak boleh di 
bawah UMR yang telah ditetapkan Menteri Tenaga Kerja. 
Mengenai berakhirnya perjanjian ini, adalah para pihak berhak 
untuk mengakhiri dengan pemberitahuan penghentian. 




Dalam pasal 61 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 
Perjanjian kerja berakhir apabila : 
(1) Pekerja meninggal dunia; 
Perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal 
dunia, maka dengan sendirinya ahli warisnya berhak 
mendapat hak-haknya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja 
bersama. 
(2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
Bila perjanjian kerja telah ditentukan jangka 
waktunya maka perjanjian kerja tersebut berakhir dengan 
sendirinya. 
(3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
Perjanjian kerja yang diputus oleh pengadilan ini 
biasanya antara pekerja dengan pengusaha ada masalah atau 
perselisihan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, 
sehingga perjanjian kerja tersebut diputus oleh pengadilan. 
(4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya 
hubungan kerja. 
Keadaan atau kejadian tertentu yang dapat 
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja seperti bencana 
alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan. 
3. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
a) Pengertian Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu 
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu diatur dalam pasal 1 




KEP.100/MEN/VI/2004, yang dimaksud dengan Perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu adalah: 
Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha 
untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau 
untuk pekerja tertentu. (KEP.100/MEN/VI/2004) 
Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
pada Perjanjian kerja untuk waktu tertentu terdiri atas: 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas 
jangka waktu tertentu; 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas 
pekerjaan tertentu 
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka 
waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan 
hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling 
lama 1 (satu) tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat 
diperpanjang atau diperbaharui. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan 
untuk pekerjaan tertentu menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, ialah : 
a) Yang sekali selesai atau sementara sifatnya; 
b) Yang diperkirakan untuk waktu yang tidak terlalu lama akan 
selesai; 
c) Yang bukan merupakan kegiatan pokok suatu perusahaan atau 
hanya merupakan penunjang; 
d) Yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan.(Koko 
Kosidin, 1999 :28-29) 
Munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomer : KEP.100/MEN/VI/2004 dilatarbelakangi 
semakin banyaknya pengusaha yang “memaksa”  buruh/pekerjanya 
untuk membuat perjsnjisn dslsm jsngks waktu tertentu(sistem 




ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, meskipun 
secara objektif jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan tidak mengharuskan 
dibuat perjanjian kerja tertentu, untuk menghindari berbagai resiko, 
pengusaha membuat perjanjian kerja tertentu dengan buruh/pekerja. 
b) Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu 
Setiap perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. 
Dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, hal perjanjian kerja 
ini dibuat secara tertulis, harus dilaksanakan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syaratnya adalah : 
(1) Kesepakatan kedua belah pihak; 
(2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
(3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
(4) Pekerjaan yang diperjanjiakn tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau 
salah satu pihak tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan 
hukum, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, 
jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang diperjanjiakn dan pekerjaan 
yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan keetertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 
perjanjian tersebut batal demi hukum. 
Syarat-syarat tersebut sebenarnya sebagai isi adari perjanjian 
kerja, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan 
kewajiban para pihak. Syarat-syarat yang dimuat dalam perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu isinya tidak boleh rendah dari syarat-syarat 
kerja yang termuat dalam peraturan perusahaan yang bersangkutan. 
Apabila dalam perjanjain kerja untuk waktu tertentu yang isinya lebih 
rendah dari Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama, 
maka yang berlaku adalah isi dalam Peraturan Perusahaan atau 




Perjanjian Kerja Bersama mempunyai kedudukan tertinggi 
dalam perusahaan. Oleh karena itu, ini berarti bahwa perjanjian kerja 
yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja 
Bersama. Demikian pula Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh 
diganti dengan Peraturan Perusahaan 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, mengatur syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu sebagai berikut : 
a. Dibuat secara tertulis 
Dalam pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta haruis 
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Oleh karena itu 
bila dibuat secara lisan, atau bukan dalam bahasa Indonesia dan 
bukan dalam huruf latin, maka kesepakatan tersebut adalah 
tidak sah atau batal demi hukum. Konsekuensinya pekerja 
tersebut haruslah dianggap sebagai pekerja tetap. 
b. Tidak boleh ada masa percobaan 
Pada pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa dalam  perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mempersyaratkan 
adanya masa percobaan kerja. Apabila dalam kesepakatan kerja 
tersebut disyaratkan masa percobaan kerja, maka perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu tersebut batal demi hukum. 
c) Isi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu 
Adakalanya isi Perjanjian Kerja ini dirinci dalam perjanjian, 
tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi 
perjanjian kerja, sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak 
boleh bertentangan dengan: Undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
Dikatakan bertentangan dengan Undang-undang apabila isi 
perjanjian kerja bertentangan dengan keharusan yang dibebankan 




bertentangan dengan undang-undang bermacam-macam, dapat 
merupakan pembatalan atau pengenaan pidana. 
Imam Soepomo (1992 : 60), isi perjanjian kerja merupakan 
pokok persoalan, yaitu bahwa pekerjaan yang dijanjikan, tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang yang sifatnya 
memaksa atau dalam undang-undang tentang ketertiban umum atau 
dengan tata susila masyarakat. 
Imam Soepomo menyatakan bahwa menurut hukum, 
perjanjian yang bertentangan dengan tata susila masyarakat tidak 
diperkenankan. Pada umumnya perjanjian adalah bertentangan 
dengan tata susila jika perjanjian itu bertentangan dengan asas 
peradaban yang menjadi sendi perikehidupan negara dan masyarakat 
(Pancasila, rasa keadilan, kesusilaan, kesopanan dll), misalnya 
pengusaha mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja yang memuat 
ketentuan antara lain bahwa pekerja : 
(1) Tidak boleh menganut agama manpun; 
(2) Tidak boleh mempunyai anak; 
(3) Wanita dirumah makan diwajibkan melayani tamu-tamu 
sampai jauh malam dengan cara yang lain daripada yang biasa; 
(4) Dilarang berserikat atau diharuskan masuk menjadi anggota 
serikat buruh tertentu; 
(5) Dilarang mengejar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; 
(6) Wanita diwajibkan melacurkan diri dengan langganan 
perusahaan; 
Ketentuan semacam di atas adalah batal, sehingga tidak 
mengikat pekerja yang bersangkutan. 
Secara sistematis, pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer : KEP.100/MEN/VI/2004 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 





(1) nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja 
(2) nama/alamat pekerja/buruh 
(3) jenis pekerjaan yang dilakukan 
(4) besarnya upah dan/atau imbalan lainnya. 
Dalam pasal 54 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian 
kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : 
(1) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
(2) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
(3) jabatan atau jenis pekerjaan; 
(4) tempat pekerjaan; 
(5) besarnya upah dan cara pembayarannya; 
(6) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 
dan pekerja/buruh; 
(7) mulai dang jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
(8) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;  
(9) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja (Lalu Husni, 
2005 : 59-60). 
d) Berakhirnya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu 
(1) Batal demi hukum 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir demi 
hukum karena disyaratkannya masa percobaan kerja (pasal 58), 
atau dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Hubungan kerja putus oleh pengusaha 
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja 
terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekewrja/buruh telah 
melakukan kesalahan berat sebagai berikut : 
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang 
dan/atau uang milik perusahaan; 
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan 




c. mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, 
memakai dan atau mengedarkan narkotika psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; 
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan 
kerja; 
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi 
teman sekewrja atau pengusaha di lingkungan kerja; 
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan 
perbuatan yang bertentanagn dengan peraturan perundang-
undangan; 
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan 
dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang 
menimbulkan kerugian bagi perusahaan;  
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarakan teman sekerja 
atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang 
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; 
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan 
yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
4. Tinjauan Tentang Teori-Teori Hukum. 
a. Stufenbau Theorie. 
 Hans Kelsen dalam teori Stufenbau theorie menyatakan sebagai 
berikut :  
  Bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan sistem of 
norm yang terbentuk seperti tangga tangga piramid. Pada setiap 
tangga terdapat kaidah (norms), dan dipuncak piramid terdapat 
kaidah yang disebut kaidah dasar (grundnorm). Dibawah 
kaidah dasar ini terdapat kaidah kaidah yng disebut peraturan 
peraturan, dibawah peraturan terdapat kaidah yng disebut 
ketetapan. Maka dasar berlakunya dan legalitas suatu kaidah 
terletak pada kaidah yang ada diatasnya (Bachsan 
Mustafa,1985 : 8). 
   Stufenbau Theorie menyatakan bahwa sistim hukum 




hingga peringkat tertinggi. Jadi menurut teori ini dasar berlakunya dan  
legalitas ketetapan terletak pada peraturan, dasar berlakunya dan 
legalitas undang-undang terletak pada undang undang dasar dan 
akhirnya kaidah dasar berlakunya dan legalitas undang undang dasar 
terletak pada kaidah dasar yang ada di puncak piramid.   
b. Asas Legalitas 
  Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan 
hukum yang terdiri dari atas bagian-bagian hukum yang mempunyai 
kaitan satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, 
yang berfungsi mencapai suatu tujuan.   
  Fuller berpendapat untuk dapat disebut sistem hukum maka 
harus memenuhi 8 (delapan) asas yang disebut Principle of Legality 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan asas legalitas, 8 (delapan) asas 
tersebut adalah : 
1) Suatu sistim hukum harus mengandung peraturan peraturan, tidak 
sekedar keputusan ad hoc (sementara). 
2) Peraturan yang telah dibuat harus di umumkan (fictie). 
3) Peraturan-peraturan tidak boleh berlaku surut (retroaktif) 
4) Peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti atau  
umum dan abstrak. 
5) Suatu sistim tidak boleh mengandung peraturan yang saling 
bertentangan. 
6) Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang 
dapat dilakukan. 
7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering-sering merubah ubah 
peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi. 
8) Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari 
hari (Satipto Rahardjo, 2000 : 51).  




   Efektifitas hukum  adalah hal berlakunya hukum dan apabila 
hukum itu berlaku maka dalam masyarakat atau lembaga dapat dikenali 
adanya perilaku hukum, yaitu perilaku yang sesuwai dengan hukum. 
   Masalah efektifitas peraturan hukum atau ketentuan apa saja yang 
berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, merupakan 
salah satu pokok pembicaraan yang terdapat didalam telaah hukum secara 
sosiologis. Pertanyaan-Pertanyaan yang dapat dikemukakan dalam 
hubungan ini misalnya adalah : 
a. Apakah hukum mampu minimbulkan efek yang dikehendaki ? 
b. Apakah efek yang ditimbulkan oleh hukum itu bersifat umum atau kah 
partikularistik ? 
c. Apakah sustu ketentuan hukum itu juga dapat menimbulkan efek-efek 
sampingan ? 
d. Apakah efektifitas hukum itu selalu dapat diperhitungkan sebelumnya? 
e. Syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu peraturan yang dibuat 
dapat berlaku secara efektif ?  
   Suatu penyelidikan yang menarik dalam hubungan dengan masalah 
yang diteliti ini adalah dari Stewart Macaulay yang berjudul ”Non 
Contractual Relation ini Business”. Macaulay disini ingin memperoleh 
kepestian mengenai pengunaan atau tidak pengunaan kontrak dalam dunia 
bisnis. Pertanyaan yang diajukan adalah : Bagaimanakah sesunguhnya 
pengunaankontrak itu ? siapakah yang mengunakannya ?  kapan ? dan 
bagaimana ? 
 Kontrak disini diberi arti sebagai : 
a. Suatu perencanaan yang rasional dari suatu transaksi dengan perincian 
secara lengkap mengenai syarat pelaksanaan diwaktu-waktu yang akan 
datang. 
b. Pengunaan sanksi untuk melaksanakan pelaksanaan transaksi atau 





   Dari penemuan tersebut yang menarik adalah bahwa pengunaan 
dan penerapan dari kontrak-kontrak yang dibuat itu tidak konsisten dari 
segi hukum. Sengketa-sengketa yang sebelumnya telah diatur dalam 
kontrak untuk menghadapi kemungkinan-kemungkianan yang akan datang 
serinag diselesaikan tanpa menyingung kontrak yang telah dibuat 
menakala terjadi suatu sengketa, sekalipun para pihak telah dengan 
terperinci mencamtumkan akibat –akibat yang sering terjadi dan bagai 
mana sanksinya. Dalam dunia bisnis ini perkara-perkara lebih banyak 
diselesaikan diantara para pihak seolah-olah tidak pernah dibuat kontrak 
sebelumnya.   
   Apabila teryata keberlakuan efektifitas hukum itu lebih karena 
kepercayaan, maka tentunya ada kesadaran dari masyarakat ataupun pihak 
pekerja untuk setidaknya beritikad baik dalam melaksanakan kontrak 
kerja. Jadi tentunya masyarakat atau pekerja mempunyai kesadaran hukum 
untuk melaksanakan kontrak-kontrak bisnis yang telah disepakati bersama. 
Diharapkan dengan adanya efektifitas hukum ini menimbulkan dampak 
yang positif baik bagi pengusaha dan pekerja.  
6. Kesadaran Hukum 
   Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses 
penerapan dari pada hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran 
masyarakat sebagai dasar berlakunya hukum tertulis ini ditemukan dalam 
ajaran rechtsgehful yang intinya adalah tak ada hukum yang mengikat 
warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.  
Menurut Soerjono Soekanto(1982 : 145 ) kesadaran hukum adalah: 
Merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri 
manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 
diharapkan. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai nilai tentang 
fungsi hukum dan bukan penilaian hukum terhadap kejadian-
kejadian yang kongrit dalam masyarakat yang bersangkutan. 
   Kesadaran hukum merupakan penghubung antara hukum dengan 
peri kelakuan manusia baik secara individual maupun kolektif. Kesadaran 
hukum banyak berkaitan dengan aspek aspek kognitif dan perasaan yang 




antara hukum dengan pola-pola peri kelakuan antara manusia di dalam 
masyarakat.  
  Menurut Soerjono Soekanto (1982:159) kesadaran hukum dapat 
dilihat dengan adanya indikator-indikator diantaranya  adalah : 
   a. Pengetahuan tentang peraturan peraturan hukum (law awareness). 
  b. Pengetahuan tentang isi peraturan peraturan hukum (law 
acquantintance) 
  c. Sikap terhadap peraturan peraturan hukum (law attitude). 
  d. Pola pola perikelakuan hukum (legal behavior). 
7. Kepatuhan Hukum 
   Menurut Soerjono Soekanto (1982 : 227 ) masalah kepatuhan 
hukum secara esensial dalam proses ini adalah . 
Adanya penguatan terhadap respon yang diingginkan melalui 
imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak 
adanya penguatan atau mungkin adanya sangsi yang negatif 
terhadap perikelakuan yang demikian. Jadi hanya respon respon 
yang di palajari yang memperoleh imbalan secara berulang ulang 
sedangkan respon respon yang kehilangan kekeuatan penunjang 
lama kelamaan hilang. 
   Kepatuhan individu pada hakekatnya merupakan hasil proses 
internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang 
memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola 
perikelakan dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain dalam 
suatu kelompok.  
 Basis dasar dari kepatuhan hukum menurut R Bierstedt adalah : 
a. Indoctrination yaitu warga masyarakat mematuhi hukum 
karena dia di indotrinir untuk berbuat demikian. 
b. Habituation, manusia sejak kecil mengalami proses sosialisasi 
maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi 
kaidah yang berlaku. 
c. Utulity, orang mematuhi hukum karena kegunaan atau manfaat 




d. Gruop identification, salah satu alasan seseorang patuh kepada 
kaidah, karena pada dasarnya kepatuhan itu merupakan salah 
satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok 






















































 Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia dituntut untuk 
bekerja. Dalam bekerja tersebut ada orang yang bekerja tanpa 
mengikatkan diri pada orang lain, disamping itu ada orang yang bekerja 
dengan mengikatkan diri pada orang lain, disamping itu ada orang yang 
bekerja dengan mengikatkan diri pada orang lain. Seorang pekerja yang 
bekerja pada orang lain akan mendapati adanya suatu hubungan kerja yang 
mengikat kedua belah pihak.  
 Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah 
adanya perjanjian kerja. Sedangkan perjanjian kerja adalah perjanjian 




dalam perjanjian kerja 
waktu tertentu 
 
Isi perjanjian kerja 








Pengaturan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu 





antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Jenis perjanjian kerja 
ada dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu. 
Dalam melaksanakan produksinya PT INDATEX Karanganyar 
sebagai perusahaan tekstil yang memproduksi kain tentunya telah 
membuat perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerjanya dan 
perusahaannya. Maka untuk menjamin pelaksanaannya,Pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang di dalamnya juga mengatur mengenai perjanjian 
kerja waktu tertentu. 
Dalam hal ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang 
perjanjian kerja, masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan 
perjanjian kerja waktu tertentu dimana ditemui permasalahan- 
permasalahan baik itu dalam Dasar penetapan pekerjaan, Isi perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu dan landasan hukumnya, dan Pelaksanaannya. 
Dan yang terakhir dari permasalahan-permasalahan tersebut akan dicari 
cara penyelesaiannya. 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi PT INDATEX Palur, Kabupaten Karanganyar 
a. Sejarah Berdirinya Perusahaan 
Perusahaan tekstil PT INDATEX Palur, Karanganyar yang 
berkedudukan di jalan Solo-Sragen Km. 6,5. Palur Karanganyar. PT 
INDATEX Palur, Karanganyar adalah kepanjangan dari PT Indonesia 
Djaya Textile yang kemudian disingkat dan lebih dikenal dengan PT 
INDATEX. PT INDATEX Palur, Karanganyar didirikan pada 31 
Desember 1970. Didirikan oleh Bapak Jamin Winoto, Bapak Iriady 




dasar para ketiga pendiri perusahaan tersebut yaitu Bapak Jamin 
Winoto, Bapak Iriady Hartono dan Bapak Kim Yu adalah berprofesi 
sebagai pedagang pakaian di Pasar Klewer Surakarta. 
Pada waktu permulaan perusahaan ini berdiri pada tahun 1970 
hanya memiliki 100 mesin. Pada waktu itu mesin-mesin yang dimiliki 
perusahaan adalah murni milik dari perusahaan itu sendiri. Seiiring 
berjalannya perusahaan tersebut pada tahun 1996 perusahaan mulai 
berkembang dan mulai menambah mesin, kemudian perusahaan 
membeli 668 mesin baru yang terdiri dari mesin tenun ukuran 52 inci 
dan mesin tenun ukuran 56 inci. Sejalan dengan perkembangan waktu 
dan perkembangan zaman usaha tekstil mengalami kemajuan dan 
perkembangan yang ditandai dengan semakin berkembangnya dan 
semakin banyaknya order yang datang. Maka perusahaan pada tahun 
2002 menambah mesin sebanyak 384 mesin yang terdiri dari mesin 
tenun ukuran 75 inci untuk kain lebar. Sejalan tahun 2002 jumlah 
mesin tenun pada PT INDATEX Palur, Karanganyar menjadi 1152 
mesin. 
 
b. Lokasi Perusahaan  
Sebelum mendirikan perusahaan, salah satu hal yang penting 
adalah penentuan lokasi perusahaan. Lokasi yang tepat dapat 
memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga untuk 
menentukannya perlu memperhatikan beberapa faktor seperti 
lingkungan masyarakat, tenaga kerja, sumber alam, transportasi, pasar, 
pembangkit tenaga listrik dan tanah untuk perluasan. 
PT INDATEX Palur, Karanganyar yang didirikan di atas areal 
tanah yang kurang lebih luasnya 5 hektar dan luas dari areal pabriknya 
sendiri kurang lebih 75% dari luas tanah itu sendiri.  
Jumlah penduduk yang mencapai usia produktif juga cukup 
banyak hal ini tidak terlalu menyulitkan perusahaan dalam mencari 





yang tersedia. Letaknya yang berada didalam kota dimana banyak 
terdapat pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern maka 
memudahkan pemasaran hasil produksi perusahaan. 
   Dari faktor teknis lokasi ini didaerah sekitar masih terdapat 
lahan yang cukup luas sehingga dapat memudahkan perusahaan bila 
akan melakukan pengembangan perusahaan. Letaknya yang berada di 
tengah kota maka memudahkan untuk mengadakan alat-alat, sparepart 
(suku cadang), mesin tenun dan memperoleh ahli mesin atau montir 
bila terjadi kerusakan. 
Untuk mengembangkan usahanya itu, lalu perusahaan 
membuka cabang lagi yang diberi nama PT. TRIANGGA DEWI yang 
berlokasi di jalan LU.Adi Sicipto, No. 158, Surakarta. Sehubungan 
dengan dibukanya PT. TRIANGGA DEWI sebagai cabang maka yang 
menjadi kantor pusat adalah PT. INDATEX Palur, Karanganyar. 
Alasan-alasan didirikannya perusahaan yang berlokasi di jalan 
raya Solo-Sragen ini sangat menguntungkan bagi perusahaan, yaitu 
ditinjau dari faktor-faktor : 
1) Dari segi transportasi, lokasi ini strategis karena berada di tepi 
jalan raya, sehingga mudah dijangkau karena dilalui berbagai jenis 
kendaraan. 
2) Dari segi pemasaran, selain didukung kelancaran transportasi, 
dengan lokasi yang ada sekarang ini maka untuk melakukan 
pemasaran terhadap semua hasil produksinya dinilai sangat tepat, 
karena untuk tujuan ekspansi lokasi ini sangat mendukung. 
3) Dari segi tenaga kerja, di daerah Solo-Sragen dan sekitarnya 
banyak terdapat tenaga kerja yang terlatih, berpengalaman dan 
terampil dalam bidang tekstil sehingga perusahaan tidak perlu 
bersusah payah untuk mencari pekerja. Dalam hal ini perusahaan 
telah membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat dengan bentuk penyerapan tenaga kerja khususnya bagi 




4) Dan selain dari faktor-faktor tersebut di atas, kemudahan yang 
diberikan pemerintah bagi perusahaan juga sangat penting. 
c. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan pembagian 
tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi untuk 
mencapai suatu sasaran yang telah direncanakan. Agar pelaksanaan 
kegiatan perusahaan dapat terkoodinir dengan baik maka dibutuhkan 
adanya struktur organisasi yang baik sebagai sarana pencapaian 
rencana perusahaan. 
Dalam operasi perusahaan terdapat efisiensi dan efektivitas, 
maka diperlukan kerja sesuai dengan dibutuhkan perusahaan. Setiap 
organisasi membutuhkan individu-individu untuk menjalankan tugas 
usaha organisasi tersebut. Individu-individu tersebut perlu 
dikoordinasikan agar terbentuk suatu kesatuan yang secara bersama-
sama mengarah pada tujuan perusahaan. Dengan demikian tidak akan 
terjadi kepentingan yang saling berbenturan, melainkan saling mengisi 
sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang memuaskan semua pihak 
di dalam organisasi usaha tersebut. 
Bentuk struktur organisasi PT INDATEX Palur, Karanganyar 
adalah struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi 
fungsional ini Direktur Utama membawahi bagian-bagian yang 
dipimpin oleh Kepala Divisi yang berbeda-beda. Kepala Divisi 
tersebut masing-masing membawahi dan mengawasi secara langsung 
kinerja dari para pekerja. Meskipun semua bagian itu saling terkait, 
tetapi masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 
berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lain. Adapun bagan 
atau gambar struktur organisasi pada PT INDATEX Palur, 
Karanganyar dapat dilihat sebagai berikut : 











































d. Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Tanggung Jawab dalam Struktur 
Organisasi  pada PT. INDATEX Palur, Karanganyar 
1) Direktur Utama Perusahaan 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Menjaga realisasi biaya unit usaha dalam batas anggaran yang 
telah ditetapkan. 
b) Membuat perencanaan produksi yang tepat untuk dapat memenuhi 
panggilan pelanggan. 
2) Controller/General Inspection (GI) 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Melakukan inspeksi setiap barang yang masuk dari pemasok, dan 
memastikan barang tersebut sesauai dengan dokumen (SPP). 
b) Memastikan serta melakukan inspeksi penjualan barang ware 
house nonproduksi yang masih mengandung nilai ekonomis tapi 
sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan. 
c) Bertanggung jawab atas operasional inspeksi di lapangan, muali 
dari pasokan varang, pengujian bahan serta produk yang akan 
dikirim. 
3) Kepala bagian Produksi 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Melakukan proses produksi dan mengatur kerja karyawan agar 
efisien dalam penggunaan tenaga waktu serta saran-saran yang 
ada. 
b) Melakukan koordinasi antar divisi tentang program dan sirkulasi 
kerja yang mencakup mutu atau fisik buku terhadap biaya 





4) Manager HRD 
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Tugas dan Wewenangnya : 
a) Mengkoordinasikan rekapitulasi perhitungan upah dan lembur, 
pesangon dan biaya perjalanan dinas dengan Manager Keuangan. 
b) Memonitor aktifitas masing-masing unit (kepersonaliaan, general 
affairs, security, poliklinik dan transportasi) 
5) Manager Produksi 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Membuat program atau jadwal pengerjaan produksi. 
b) Memantau mengenai cara pengerjaan yang baik dan benar 
sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan ketentuan 
perusahaan. 
c) Membuat laporan harian kepada kepala divisi. 
6) Planning product Material Control 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Membuat perencanaan produksi yang tepat untuk dapat memenuhi 
permintaan pelanggan. 
b) Mengatur jadwal produksi sehingga semua permintaan dapat 
dipenuhi tepat waktunya dan kapasitas produksi dapat terisi 
semaksimal mungkin. 
7) Marketing 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Menentukan saluran distribusi, metode dan teknik penjualan untuk 
meningkatkan volume penjualan ( the sellers thingking prossed 
through tree stoges ) 
b) Menentukan kebijakan nilai produksi perusahaan. 
c) Mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional penjualan, 
penagihan dan penerimaan uangnya. 
 
 
8) Kepala Bagian Keuangan 
Tugas dan Wewenangnya : 
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a) Memantau dan mengevaluasi atas program yang dilaksanakan 
oleh tiap seksi divisi keuangan untuk dilaporkan kepada Direktur 
Utama. 
b) Melaksanakan pembukuan keuangan pada kas kecil dan kas besar, 
mengurus segala transakasi dengan bank. 
9) Manager Pembelian 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Bertugas melakukan pembelian dan pengadaan barang bahan 
kebutuhan proses produksi.  
b) Mengambil bahan-bahan dari supplier dan memeriksa barang-
barang yang baru datang dari supplier. 
c) Memantau dan membanding-bandingkan harga yang sesuai. 
10) Manager Accounting 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Menyajikan informasi keuangan dalam skala mikro dan makro 
yang meliputi : akuntansi biaya, akuntansi keuangan, perpajakan, 
sistem anggaran, pengolahan akuntansi terpadu. 
b) Mencatat semua aktifitas biaya pada bank-bank maupun pada 
leasing serta mencatat segala bukti kas masuk dan keluar. 
11) Manager Keuangan 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Melaksanakan pembukuan keuangan pada kas kecil dan kas besar. 
b) Mengurus segala transakasi dengan bank. 




12) E.D.P (Elektronic Data Prosesing) 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Membantu pekerjaan yang dilakukan oleh semua bagian dengan 
menggunakan perangkat computer serta menciptakan analisa 
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sistem yang sesuai dengan keadaan pekerjaan dari masing-masing 
bagian. 
b) Menganalisa sistem administrasi, pengolahan dan pemeliharaan 
data serta menyajikan informasi. 
13) Supervisor Personalia 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Mengatur pengangkatan karyawan, pengembangan karyawan 
lewat latihan-latihan, presensi karyawan dan penggalian. 
b) Mengatur pengakatan dan pengembangan karyawan lewat latihan-
latihan bagi pekerja, kesekertariatan, hubungan masyarakat, serta 
menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan perburuhan. 
14) Supervisor security 
Tugas dan Wewenangnya : 
a) Mengawasi langsung di setiap pos-pos satpam mengenai 
keamanan perusahaan. 
b) Mengawasi dan menindak langsung pekerja yang melanggar tata 
tertib perusahaan. 
15) Supervisor Transportasi 
Tugas dan Wewenangnya : 
 Bertugas dalam menyiapkan, melakukan perawatan dan perbaikan  
kendaraan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional 
perusahaan. 
16) Supervisor Poliklinik 
Tugas dan Wewenangnya : 
Melakukan perawatan dan pengobatan bagi karyawan dalam kegiatan 
operasional perusahaan.  
2. Dasar Penetapan Pekerjaan Sehingga Digolongkan Dalam Perjanjian 
Kerja Untuk Waktu Tertentu di PT Indatex Palur, Karanganyar 
Secara yuridis hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha adalah 
bebas, yaitu seseorang yang tidak boleh diperbudak, diperulur maupun 
diperhambakan. Segala macam bentuk perbudakan, perhambaan, dan 
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peruluran dilarang karena memang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan 
Pancasila. Namun, secara sosisologis pekerja tidaklah bebas sebagai seorang 
yang tidak mempunyai bekal hidup. Karena bermodal tenaganya saja seorang 
pekerja kadangkala terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha 
meskipun hubungan itu memberatkan pekerja itu sendiri, lebih-lebih sekarang 
dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan yang tidak 
sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. 
Tenaga pekerja yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan 
sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja sehingga pekerja 
itu selalu mengikuti tenaganya ke tempat di mana dipekerjakan, dan 
pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja 
karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah 
dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi 
pihak yang lemah (pekerja) dari kekuasaan pengusaha, guna 
menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia. 
Pengumpulan data dan informasi mengenai dasar penetapan pekerjaan 
sehingga digolongkan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT 
Indatex Palur, Karanganyar penulis lakukan dengan mengadakan wawancara 
dengan Bapak Husnul Lisan selaku kepala Personalia di PT Indatex Palur, 
Karanganyar. 
Berdasar keterangan dari Bapak Husnul Lisan. Sesuai dengan sifat 
serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, maka dalam perjanjian kerja 
bersama tidak diperbolehkan untuk : 
a. Memuat aturan yang mewajibkan seorang pengusaha hanya boleh 
menerima atau menolak pekerja dari suatu golongan, baik berkenaan 
dengan agama, golongan warga negara atau bangsa, maupun karena 
keyakinan politik atau anggota dari suatu perkumpulan; 
b. Memuat aturan yang mewajibkan seorang pekerja hanya bekerja atau 
tidak boleh bekerja pada pengusaha dari suatu golongan, baik berkenaan 
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dengan agama, golongan warga negara atau bangsa, maupun karena 
keyakinan politik atau anggota dari suatu perkumpulan; 
c. Memuat aturan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan 
kesusilaan. 
Menurut keterangan dari Bapak Husnul Lisan selaku kepala 
Personalia di PT Indatex Palur, Karanganyar bahwa sifat pekerjaan karyawan 
di PT Indatex Palur, Karanganyar adalah musiman yaitu pada bagian 
produksi yang mana pekerjaannya adalah menganut sistem job order yang 
artinya hanya diperlukan apabila perusahaan mendapat pesanan dalam jumlah 
banyak dan untuk mendesain suatu produk baru, kegiatan baru, atau produk 
tambahan yang dalam masa penjajakan atau percobaan. Hal ini didasarkan 
pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor:KEP.100/MEN/VI/2004 yang menyatakan: ”Pekerjaan-pekerjaan 
yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat 
dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai pekerja 
musiman”. Dan juga dalam pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : ”Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan 
pekerjaan tambahan”. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Husnul Lisan. Pada 
dasarnya dasar penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam perjanjian 
kerja waktu tertentu di PT INDATEX Palur, Karanganyar yaitu diatur dalam 
Pasal 4 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bahwa penerimaan pekerja di 
perusahaan merupakan hak dari Perusahaan, oleh karena itu disesuaikan 
dengan kebutuhan perusahaan, untuk dapat diterima menjadi pekerja harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan 
Bapak Husnul Lisan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu di PT INDATEX 
Palur, Karanganyar merupakan golongan pekerja tidak tetap. Hal ini dapat 
dilihat dengan tidak adanya masa pecobaan kerja. Sehingga perjanjian kerja 
waktu tertentu di PT INDATEX Palur, Karanganyar tersebut telah sesuai 
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dengan ketentuan perundang-undangan. Dasar pertimbangan perjanjian kerja 
waktu tertentu PT INDATEX, Karanganyar termasuk dalam pekerja tidak 
tetap adalah : 
a. Perusahaan hanya menerima pekerja baru, apabila ada order dari pihak 
lain. Dikarenakan sifat dari pekerjaannya adalah musiman  dan sistem 
dalam bekerjanya adalah job order. 
b. Kemampuan financial dari perusahaan itu dalam merekrut pekerja baru. 
Pada PT INDATEX Palur, Karanganyar penggolongan pekerjaannya 
dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Golongan Pelaksana, yang terdiri dari : 
1) Tukang sapu; 
2) Operator (terdiri dari bomb steel, pemberes kain); 
3) Maintenance. 
b. Golongan Group Leader 
1) Checker; 
2) Kepala blok. 
Sektor yang mempekerjakan pekerja kontrak di PT INDATEX Palur, 
Karanganyar adalah pada sektor produksi yaitu pada bagian pemberes kain 
yang berjumlah 20 (dua puluh) orang, security sebanyak 1 (satu) orang, 
pembersih sebanyak 1 (satu) orang, sektor engineering sebanyak 1 (satu) 
orang, dan driver sebanyak 1 (orang). Dengan jumlah secara keseluruhan 
sebanyak 24 pekerja kontrak. Dengan perincian pekerja wanita sebanyak 20 
orang dan pekerja laki-laki sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk sektor 
controller, manager, dan kepala bagian pekerjanya adalah pekerja tetap. 
3. Isi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dan Landasan Hukumnya di 
PT Indatex Palur, Karanganyar. 
Pengumpulan data dan informasi mengenai pengaturan pemenuhan 
hak-hak bagi para pekerja penulis lakukan dengan mengadakan wawancara 
dengan narasumber yaitu Bapak Husnul Lisan (18-April-2008) selaku 
pembimbing penelitian yang ditunjuk oleh perusahaan. 
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Berdasarkan data dan informasi dari hasil wawancara dengan Bapak 
Husnul Lisan (18-April-2008) dan data sekunder berupa blanko Perjanjian 
Kerja. Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh calon pekerja yang diterima 
sebagai pekerja pada PT INDATEX Palur, Karanganyar tidak memuat atau 
belum mengadopsi pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak yang akan 
diperoleh pekerja selama melaksanakan pekerjaanya di PT INDATEX Palur, 
Karanganyar. 
Pekerja yang bekerja pada orang lain atau pengusaha maka akan 
timbul suatu hubungan kerja. Hubungan kerja antara pekerja dengan 
pengusaha terjadi setelah ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang 
merupakan titik tolak berlakunya hubungan kerja harus diwujudkan dengan 
sebaik-naiknya agar tercapai adanya kepastian hukum bagi pekerja dan 
pengusaha mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di PT 
INDATEX Palur, Karanganyar juga berlaku perjanjian kerja, salah satunya 
adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang artinya perjanjian kerja 
tersebut terbatas atau dibatasi jangka waktu. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Husnul Lisan. Setiap 
perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam hal perjanjian 
kerja ini dibuat secara tertulis, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perjanjian kerja secara 
tertulis atau lisan di PT INDATEX adalah sebagai berikut : 
a. Kesepakatan kedua belah pihak 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;dan 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu 
pihak tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka 
perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika dibuat tanpa 
adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan 
tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi 
hukum. 
Disamping perjanjian kerja dalam perusahaan, juga harus ada 
perjanjian kerja bersama jika dalam perusahaan tersebut telah ada serikat 
pekerja/serikat buruh, dan serikat pekerja/ serikat buruh tersebut telah 
mengusulkan untuk membuat perjanjian kerja bersama. Dalam 
pelaksanaannya ketentuan pembuatan Perjanjian kerja menurut wawancara 
penulis dengan Bapak Husnul Lisan, antara lain : 
a. Hak dan kewajiban pengusaha; 
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/ serikat buruh serta pekerja/buruh; 
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan 
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 
Menurut Bapak Husnul Lisan Perjanjian kerja bersama mempunyai 
kedudukan tertinggi dalam perusahaan. Oleh karena itu, ini berarti bahwa 
perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja 
bersama. Demikian pula perjanjian kerja bersama tidak boleh diganti dengan 
peraturan perusahaan. 
Adapun isi dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT 
INDATEX Palur, Karanganyar memuat : 
a. Identitas para pihak (Nama, alamat perusahaan, jenis kelamin, umur dan 
jenis usaha) 
b. Status dalam hubungan kerjanya (perjanjian kerja untuk waktu tertentu) 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan 
d. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
e. Besarnya upah dan cara pembayaran 
f. Sanksi maupun kesanggupan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT INDATEX telah dibuat 
secara tertulis dan menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin, serta telah 
memenuhi syarat-syarat, antara lain: 
a. Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau 
b. Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu; 
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c. Tidak mempunyai syarat masa percobaan. 
Jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan dengan 
ketentuan diatas, perjanjian tersebut akan dianggap perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu. 
Adapun faktor yang mendasari PT INDATEX Palur, Karanganyar 
mengadakan perekrutan melalui perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah : 
a. Karena keadaan keuangan perusahaan yang tidak memadai apabila harus 
merekrut pekerja baru dengan status tetap; 
b. Karena kebutuhan akan tenaga kerja. 
Untuk dapat menjadi pekerja di PT INDATEX Palur, Karanganyar, 
khususnya yang terikat perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus memenuhi 
beberapa persyaratan, yaitu : 
a. Warga negara indonesia 
1) Wanita belum menikah. 
2) Laki-laki sudah menikah. 
b. Minimum berusia 18 tahun 
c. Mengajukan permohonan lamaran secara tertulis dengan dilampiri 
persyaratan lain yang ditentukan oleh perusahaan, antara lain : 
1) Surat lamaran  
2) Daftar riwayat hidup 
3) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 
4) Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir 
5) Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) asli dari pihak kepolisian 
(dapat menyusul, apabila sudah diterima) 
d. Lulus test atau saringan yang diadakan oleh perusahaan 
e. Dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk bekerja dengan surat 
keterangan dokter. 
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan dari hasil psikotes serta hasil 
wawancara akan diketahui apakah calon pekerja tersebut memenuhi 
persyaratan atau tidak. Bila calon pekerja memenuhi persyaratan yang 
ditentukan oleh perusahaan maka pengusaha akan membuat surat perjanjian 
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kerja waktu tertentu serta menerangkan isi dari surat perjanjian tersebut agar 
pekerja mengerti mengenai isinya. 
Berdasarkan penjelasan pengusaha pada pekerja, pekerja telah 
mengerti dan sepakat mengenai isinya serta menandatangani surat perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu yang telah disiapkan oleh perusahaan, maka 
pekerja dapat mulai bekerja di PT INDATEX Palur, Karanganyar setelah 
ditandatanganinya surat perjanjian tersebut. Dan sebaliknya jika pekerja tidak 
menerima atau tidak sepakat mengenai perjanjian tersebut maka pekerja 
dianggap mengundurkan diri atau tidak dapat bekerja di PT INDATEX Palur, 
Karanganyar. 
4. Pelaksanaan Isi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. 
INDATEX Palur, Karanganyar 
Agar terciptanya keselamatan kerja di perusahaan secara baik, maka 
peranan pekerja sangat diperlukan, yaitu dengan ikut berperan aktif atau 
berpartisipasi dalam semua kegiatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, 
antara lain dengan cara mentaati semua ketentuan mengenai keselamatan 
kerja, antara lain mentaati semua ketentuan dan peraturan mengenai 
keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
ataupun oleh pemerintah melalui undang-undang. 
Pelaksanaan perjanjian kerja merupakan perwujudan dari pelaksanaan 
hak-hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha di dalam suatu hubungan 
kerja. Pelaksanaan perjanjian kerja bagi pihak-pihak pekerja merupakan suatu 
kewajiban yang harus dipenuhi dan di lain sisi merupakan hak dari pengusaha 
untuk kelangsungan hidup perusahaan. 
Hubungan kerja yang ada di PT. Indatex Palur, Karanganyar juga 
berpedoman pada perjanjian kerja bersama antara PT. Indatex Palur,  
Karanganyar dengan SPN. PT. Indatex Palur, Karanganyar. Hubungan kerja 
tersebut berupa hubungan industrial Pancasila, dimana pengusaha dan pekerja 
adalah partnership atau rekan kerja yang memiliki kewajiban yang sama 
yaitu menjaga kelancaran perusahaan. Jadi dalam hal perlakuan terhadap 
pekerja baik berstatus tetap maupun kontrak adalah sama. Yaitu saling 
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menghormati kedudukan masing-masing dan saling bekerja sama dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. 
Pengusaha dan serikat pekerja menyadari sepenuhnya untuk 
menjaminnya kerjasama yang baik, tercapainya ketenangan kerja dan 
kepastian usaha diperlukan adanya Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur 
hak-hak dan kewajiban bersama yang secara keseluruhan harus mendorong 
kegairahan kerja untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kerja serta 
meningkatkan kesejahteraan karyawan, karyawan perlu secara sadar 
Kesepakatan Kerja Bersama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara bahwa dalam 
pelaksanaan  isi dari perjanjian kerja di PT INDATEX telah riil (nyata) ini 
terbukti dengan kedudukan dan kewajiban pihak-pihak, antara lain : 
a. Pengusaha mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk 
mengatur jalannya perusahaan dan tugas pekerjaan dan karyawan. 
b. Pengusaha dan pekerja berkewajiban untuk memberitahukan dan 
menjalankan isi dari perjanjian kerja bersama tersebut kepada 
anggotanya. 
c. Pengusaha dan pekerja berkewajiban untuk mentaati isi perjanjian kerja 
bersama dan menertibkan anggotanya serta dapat menegur pihak lain 
apabila tidak mengindahkan isi dari PKB 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husnul Lisan (18-April-
2008) pembimbing penelitian yang ditunjuk oleh perusahaan, pengamatan 
dan data-data yang didapat penulis selama melaksanakan penelitian dapat 
diketahui bahwa  pelaksanaan dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu di 
PT. INDATEX Palur Karanganyar antara lain sebagai berikut : 
a. Identitas para pihak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT. 
INDATEX Palur Karanganyar 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang diselenggarakan di PT. 
INDATEX Palur, Karanganyar ini dilakukan antara pihak PT. INDATEX 
Palur, Karanganyar sebagai pihak pertama dengan pihak pekerja sebagai 
pihak kedua. Perjanjian kerja tersebut diberi nama Perjanjian Kerja 
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Waktu Tertentu, hal itu dapat kita lihat dari judul perjanjian kerja yang 
akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara PT. INDATEX Palur, 
Karanganyar dengan pekerja dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini 
sesuai dengan isi pasal 51 ayat 1 (satu) UU No. 13 Tahun 2003 yang 
menyatakan bahwa : perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 
Dalam ayat 2 (dua) menyatakan bahwa : perjanjian kerja yang 
dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan 
dengan berakhirnya kontrak kerja. 
Didalam Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini diisi dengan 
identitas kedua belah pihak, yaitu pengusaha yang berisi nama, jabatan, 
perusahaan dan alamat yang dapat diwakili oleh Kepala Bagian 
Personalia yang berkedudukan sebagai pihak pertama dengan pekerja 
sebagai pihak kedua yang juga berisi nama, tempat/ tanggal lahir, umur, 
jenis kelamin serta alamat. Dalam pengisian identitas, pekerja harus 
mengisinya dengan benar tentang data dirinya, sebab bila pekerja 
memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan 
palsu maka pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja tersebut. 
b. Tempat kerja 
Dalam surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pihak pertama 
menentukan tempat atau lokasi kerja bagi pihak kedua untuk bekerja. 
Pekerja kontrak dari sektor produksi, security, pembersih serta sektor 
engineering semuanya bekerja di kantor pusatnya, yaitu PT INDATEX 
Palur, Karanganyar. 
c. Pengupahan dan cara pemabayarannya 
Upah merupakan unsur terpenting dalam bekerjanya seseorang 
kepada orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang bekerja pada orang lain 
tanpa mendapatkan upah, tidaklah tergolong hukum kerja. Memberikan 
upah adalah kewajiban pengusaha dan sebaliknya merupakan hak pekerja. 
  
xv
Baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap di perusahaan ini, pengaturan 
pengupahannya adalah sama. Pada dasarnya upah minimum dibagi dalam 
3 kriteria antara lain: 
1) Upah minimum regional; 
2) Upah minimum sektor regional; 
3) Upah minimum sub sektor regional. 
Dalam perkembangannya, upah minimum dibagi 2 (dua) yaitu, 
upah minimum propinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/ kota 
(UMK). Upah minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/ kota 
ini ditetapkan setahun sekali dengan Surat Keputusan Gubernur. 
 
 
Penetapan upah minimum antara lain dimaksudkan untuk : 
1) Menjamin agar pekerja/ buruh menerima pada waktu dan tempat 
tertentu dan upah dianggap layak. 
2) Menghapuskan eksploitasi. 
3) Memelihara daya beli. 
4) Menghapuskan persaingan yang tidak jujur. 
5) Menjamin pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. 
6) Pencegahan konflik industrial. 
7) Mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 
Besarnya upah yang diberikan kepada pekerja di PT INDATEX 
ini berpedoman kepada : 
1) Kemampuan pengusaha untuk memberikan upah yang didasarkan 
pada hasil kerja, kecakapan, dan ketrampilan dengan pertimbangan 
dapat digunakan sebagai jaminan atas kehidupan yang memadai. 
2) Upah minimum yang berlaku. 
Sistem pembayaran upah di PT. INDATEX Palur, Karanganyar 
sesuai dengan perjanjian kerja bersama yaitu perusahaan mempergunakan 
sistem pengupahan dalam satu golongan yaitu pekerja bulanan dan 
upahnya diberikan sebulan sekali tidak lebih dari tanggal 5 untuk bulan 
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berikutnya, besarnya upah minimum pekerja diatur dan ditetapkan sesuai 
dengan keputusan pemerintah. 
Peninjauan upah pekerja pada PT. INDATEX Palur, Karanganyar, 
meliputi : 
1) Peninjauan upah secara umum akan dilakukan secara berkala setahun 
sekali bersamaan dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota dan 
sesuai kenaikan inflasi atau kemampuan perusahaan. 
2) Pemotongan upah ataas pinjaman pekerja tidak lebih dari 20 % 
jumlah upah. 
Secara umum besarnya upah pokok pekerja kontrak yang diterima 
sama dengan upah pokok pekerja tetap yaitu Rp. 650.000,- untuk mereka 
yang berada di bagian pelaksana lapangan. Selain upah ini pekerja 
kontrak juga akan menerima premi sesuai dengan ketentuan perusahaan. 
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 
561/44/21 tanggal 28 November 2001. 
Pada PT INDATEX ini, karyawan kontrak yang tidak masuk kerja 
dikarenakan menderita sakit dan atas nasehat dokter dianjurkan untuk 
istirahat, hal ini berdasar pada perjanjian kerja bersama pada pasal 17 ayat 
1, 2, 3, 4, maka diperkenankan untuk istirahat dengan ketentuan upahnya 
sebagai berikut : 
1) Ayat 1 (satu): Apabila pekerja sakit lebih dari 1 (satu) hari harus 
dibuktikan dengan surat dokter dengan mendapat upah. 
2) Ayat 2 (dua): Apabila pekerja sakit dalam jangka waktu lama yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh 
perusahaan, maka upahnya dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a) 4 bulan pertama dibayar sebesar 100% 
b) 4 bulan kedua dibayar sebesar 75% 
c) 4 bulan ketiga dibayar sebesar 50 % 
d) Untuk bulan selanjutnya, diberikan 25 % dari upah sebelum PHK 
dilakukan oleh pengusaha. 
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3) Ayat 3 (tiga): Setelah 12 bulan dan ternyata pekerja yang 
bersangkutan oleh dokter masih dinyatakan sakit dan belum mampu 
melakukan pekerjaan, maka pengusaha dapat memutuskan hubungan 
kerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003. 
4) Ayat 4 (empat) : Ketentuan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak 
berlaku bagi pekerja yang menderita penyakit kotor atau sakit yang 
disengaja oleh pekerja. 
Apabila pekerja melakukan ijin tidak masuk kerja pada hari-hari 
kerja untuk kepentingan tertentu (dispensasi), ia tetap mendapat upah 
dengan ketentuan : 
1) Pernikahan pekerja sendiri    : 3 hari. 
2) Pernikahan anak pekerja    : 2 hari. 
3) Khitanan/ pembabtisan anak pekerja   : 2 hari. 
4) Istri pekerja melahirkan/ keguguran kandungan : 2 hari. 
5) Kematian suami/istri/anak/orang tua/mertua  : 2 hari. 
6) Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal : 1 hari. 
Apabila pekerja melakukan aksi mogok kerja, maka ketentuan 
dalam pengupahannya di PT INDATEX adalah : 
1) Dalam hal pekerja melakukan mogok kerja dengan tuntutan hak 
normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha dan mogok 
kerja tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
pekerja berhak mendapatkan upah. 
2) Dalam hal pekerja melakukan mogok kerja yang dilakukan dengan 
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tidak berhak untuk 
mendapatkan upah. 
Apabila pekerja PT INDATEX melakukan kerja lembur, dalam 
pasal 6 perjanjian kerja bersama ketentuan pengupahan pekerja yang 
lembur sebagai berikut : 
1) Apabila terdapat pekerjaan yang mendesak, maka pekerja bersedia 
untuk kerja lembur. Kerja lembur pada dasarnya sukarela, kecuali 
dalam hal berikut : 
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a) Bila perusahaan menganggap perlu, pekerja bersedia untuk 
bekerja lembur. 
b) Bila ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera dan atas 
perintah kepala bagian. 
c) Dalam keadaan luar biasa/darurat seperti banjir, kebakaran dan 
lain-lain. 
2) Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku yaitu ditentukan sebagai berikut. 
a) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa: 
(i) Untuk jam lembur pertama dibayar sebesar : 1,5 x upah 
sejam. 
(ii) Untuk lembur selebihnya dibayar sebesar : 2 x upah sejam. 
b) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau 
hari raya resmi : untuk setiap jam dalam batas waktu 7 (tujuh) jam 
atau 5 (lima) jam, apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja 
terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja 
seminggu, harus dibayar upah sedikit-dikitnya 2 (dua) x upah 
sejam. 
(i) Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 
(lima) apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja 
terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja 
seminggu, dibayar upah sebesar 3 (tiga) x upah sejam. 
(ii) Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh jam atau 5 (lima) 
jam apabila hari raya tersebut jatuh pada salah satu hari 
dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya, 
dibayar upah sebesar 4 (empat) x upah sejam. 
c) Perhitungan upah sejam : 
(i) Upah bulanan : 1/ 173 x upah sebulan. 
(ii) Upah harian : 3/20 x upah sehari. 
(iii) Upah borongan : 1/7 x upah rata-rata sehari. 
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Dalam hal perusahaan mengalami kesulitan/kelesuan usaha karena 
kondisi pasar nasional/internasional sehingga terpaksa merumahkan 
pekerja untuk sementara waktu sebagai upaya penyelematan perusahaan, 
maka kepada pekerja yang dirumahkan upahnya dibayar 50 %. 
Selain mendapatkan gaji, pekerja kontrak PT INDATEX juga 
mendapat tunjangan atau fasilitas yang sama dengan pekerja tetap 
lainnya. Dalam perjanjian kerja bersama pada pasal 18 dijelaskan 
tunjangan itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu : 
1) Tunjangan tetap yaitu, pemberian perusahaan yang sifatnya rutin 
tetapi tidak tergantung kehadiran pekerja; 
2) Tunjangan tidak tetap yaitu, pemberian perusahaan yang sifatnya rutin 
tetapi tergantung kehadiran pekerja. 
Tunjangan yang didapatkan oleh pekerja kontrak dari PT 
INDATEX Palur, Karanganyar antara lain berupa : kecelakaan kerja, 
kematian, keluarga pekerja yang ditahan, jamsostek, hari raya. Selain 
mendapatkan tunjangan pekerja kontrak di PT INDATEX Palur, 
Karanganyar juga mendapat fasilitas antara lain : program keluarga 
berencana (KB) di perusahaan, tempat peribadatan, koperasi karyawan, 
keselamatan kerja dan perlengkapan kerja. 
d. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh. 
Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 
sebagai pihak pertama dan pekerja sebagai pihak kedua di PT INDATEX 
Palur, Karanganyar yang isinya antara lain: 
1) Pihak pertama (pengusaha) berhak : 
a) Memberikan instruksi kepada pihak kedua untuk melaksanakan 
tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. 
b) Memberikan peringatan kepada pihak kedua baik secara lisan 
maupun tertulis bahkan memutuskan hubungan kerja sebagai 
akibat tindak pelanggaran yang dilakukan menurut peraturan 
ketenagakerjaan yang berlaku. 
2) Pihak pertama (pengusaha) berkewajiban : 
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a) Membayar upah berupa uang kepada pihak kedua sebesar jumlah 
yang telah disepakati dan atau menurut peraturan perusahaan yang 
ada atau berlaku saat ini sebagai pembayaran atas kerja yang 
dilakukan. 
b) Tetap membayar upah berupa uang kepada pihak kedua yang tidak 
dapat bekerja karena menderita sakit berkepanjangan, menurut 
Peraturan pemerintah No. 08 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 
Perlindungan Upah. 
c) Memberikan surat keterangan yang dibutuhkan oleh pekerja yang 
berhenti bekerja pada suatu perusahaan sebagai tanda pengalaman 
bekerjanya. 
d) Memberikan THR kepada pihak kedua menurut Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. 04/MEN/1994. 
e) Pengusaha bertindak sebagai pengusaha yang baik dalam 
lingkungan perusahaan. 
3) Pihak kedua (pekerja) berhak : 
a) Menerima upah berupa uang dari pihak pertama sebagai 
pembayaran atas kerja yang dilakukan, menurut prosedur tentang 
sistem pengupahan dalam peraturan yang berlaku. 
b) Memutuskan kesepakatan kerja ini apabila ternyata pihak pertama 
melakukan pelanggaran berat menurut peraturan ketenagakerjaan 
yang berlaku. 
c) Menerima THR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No. 04/MEN/1994. 
4) Pihak kedua (pekerja) berkewajiban : 
a) Pekerja wajib melakukan pekerjaannya sesuai dengan sebaik-
baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
b) Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan dan 
tata tertib yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
c) Pekerja wajib melaksanakan petunjuk, perintah atau instruksi yang 
diberikan oleh atasannya. 
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d) Pekerja baik sendiri atau bersama-sama wajib menjaga keamanan 
dan keselamatan barang-barang milik perusahaan dalam arti yang 
seluas-luasnya. 
e) Pekerja wajib menjaga keamanan dan keselamatan sesama 
pekerja. 
f) Pekerja wajib bersikap sopan baik kepada atasan, kepada 
bawahan, kepada sesama rekan kerja maupun kepada tamu-tamu 
Perusahaan. 
g) Pekerja wajib menjaga rahasia Perusahaan dalam arti yang seluas-
luasnya. 
h) Pekerja baik sendiri-sendiri atau bersama-sama harus berusaha 
mengatasi kemudian melaporkannya kepada atasannya apabila 
terjadi kelalaian atau ketidakberesan atau kecurigaan yang 
dirasakan akan menimbulkan gangguan pekerjaan atau gangguan 
ketertiban. 
i) Pekerja berkewajiban bersedia setiap saat diperiksa oleh petugas 
keamanan. 
e. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
Di dalam klausula perjanjian kerja berisi mulai dan jangka waktu 
berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu selama kesepakatan dibuat. 
Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja yang dibatasi oleh pihak 
pertama. Dan selama jangka waktu tersebut pihak kedua tidak diijinkan 
untuk mengikatkan diri bekerja pada orang lain atau perusahaan lain. 
Sebagai pekerja dengan sistem kontrak ini mempunyai jangka 
waktu berlakunya perjanjian kerja, yaitu semuanya berjangka waktu 
selama 6 bulan. 
Di PT INDATEX Perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha 
berakhir apabila : 
1) Pekerja meninggal dunia; 
2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
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3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; atau 
4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 
yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
Hal ini sesuai dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan 
Bapak Husnul Lisan bahwa, konsekuensi pekerja kontrak yang keluar dari 
perusahaan tempat dimana ia bekerja sebelum masa kontraknya selesai 
adalah: Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum 
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri 
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya 
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu 
perjanjian kerja. 
Dan apabila pekerja yang keluar dari PT INDATEX Palur, 
Karanganyar tidak mengembalikan gaji yang telah diterima selama 
bekerja, maka PT INDATEX Palur, Karanganyar akan memanggil 
pekerjanya untuk melakukan musyawarah guna menyelesaikan 
permasalahan ini. Pengusaha akan melakukan musyawarah dengan 
pekerja untuk menyelesaikan masalah ini. Pekerja yang memenuhi 
panggilan ini, diminta untuk mengembalikan seluruh gaji yang telah 
diterimanya selama bekerja, karena hal tersebut sudah masuk dalam isi 
perjanjian kerja waktu tertentu. Karena hal tersebut sudah ada dalam surat 
perjanjian kerja waktu tertentu, maka pekerja kontrak mengembalikan 
semua gaji yang telah diterimanya selama bekerja di PT INDATEX Palur, 
Karanganyar. 
f. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 
Tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu di PT INDATEX Palur, Karanganyar dibuat sesuai dengan isi 
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dari perjanjian kerja bersama. Tempat perjanjian tersebut dibuat, karena 
perjanjian kerjanya ini berada pada PT INDATEX Palur, Karanganyar, 
maka otomatis tempat pembuatan perjanjian kerja tersebut berada di 
Palur, karena lokasi dari PT INDATEX itu sendiri berada di Palur, 
Karanganyar. 
Dalam pembuatan dari tempat dan tanggal perjanjian kerja yang 
dibuat tersebut haruslah memuat pihak pertama yaitu pengusaha dan 
pihak kedua yaitu pekerja. Dari pihak kedua ini adalah pekerja kontrak 
tersebut. 
Demikian juga dalam pembuatan tanggal perjanjian kerja juga 
sesuai dan sama dengan pembuatan tempat perjanjian kerja. Dalam 
pembuatan tanggal perjanjian kerja ini haruslah memuat tanggal mulai 
berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dibuat dan 
berakhirnya  perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. 
g. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja tersebut dibuat 
berdasarkan kesepakatan antara pihak pertama yaitu pengusaha dan pihak 
kedua yaitu pekerja kontrak itu sendiri. Setelah perjanjian kerja tersebut 
dibuat maka perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh kedua belah 
pihak dengan diberi materai Rp. 6.000,-. Hal ini menyatakan bahwa 
perjanjian kerja yang dibuat tersebut tealah sah. 
h. Pekerja kontrak diwajibkan membuat Surat Ikatan Kerja yang berisi 
mengenai : 
a. Kesanggupan untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian kerja 
bersama dan peraturan pelaksana atau peraturan perusahaan dengan 
penuh tanggung jawab. 
b. Kesanggupan untuk sewaktu-waktu diberhentikan, apabila pekerja 
yang bersangkutan berbuat kesalahan yang sangat vital, membuat atau 




1. Dasar Penetapan Pekerjaan Sehingga Digolongkan Dalam Perjanjian 
Kerja Untuk Waktu Tertentu di PT Indatex Palur, Karanganyar. 
 Perusahaan-perusahaan besar baik yang bergerak di bidang textile 
maupun yang bergerak pada bidang lain yang memiliki sejumlah besar 
pekerja hendaknya melakukan perekrutan pekerja secara sungguh-sungguh. 
Dalam arti perekrutannya haruslah sesuai dengan apa yang menjadi dasar 
dalam perusahaan itu sendiri sehingga di kemudian hari tidak akan 
menimbulkan kerugian bagi pihak pekerja dan bagi pengusaha itu sendiri. 
 Disamping itu agar perusahaan dalam melakukan proses produksinya 
tidak menemui kendala atau hambatan dalam usahanya. Untuk itu PT Indatex 
Palur, Karanganyar diharapkan telah mempunyai kebijakan-kebijakan dan 
dasar penetapan yang kuat dalam mengatur hal ini, sehingga kemungkinan-
kemungkinan yang buruk tersebut tidak akan terjadi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Husnul 
Lisan selaku kepala Personalia di PT Indatex Palur, Karanganyar. Serta data 
sekunder yang berupa blanko Perjanjian Kerja bersama serta blanko 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Indatex Palur, Karanganyar dapat 
ditelaah bahwa dasar penetapan pekerjaan yang dapat digolongkan dalam 
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu di PT. INDATEX Palur, Karanganyar 
adalah dari sifat pekerjaannya adalah musiman yaitu pada bagian produksi 
yang artinya hanya diperlukan apabila perusahaan mendapat pesanan dalam 
jumlah banyak dan untuk mendesain suatu produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang dalam masa penjajakan atau percobaan. 
Pada PT INDATEX Palur, Karanganyar penggolongan pekerjaan 
yang termasuk dalam pekerjaan waktu tertentu, dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Golongan Pelaksana, yang terdiri dari : 
1) Tukang sapu; 
2) Operator (terdiri dari bomb steel, pemberes kain); 
3) Maintenance. 




2) Kepala blok. 
Dari data penggolongan pekerjaan sehingga termasuk dalam 
pekerjaan waktu tertentu tersebut dapat dilihat bahwa untuk golongan 
pelaksana yang terdiri dari tukang sapu, operator dan maintenance. Untuk 
tukang sapu telah dapat digolongkan dalam pekerjaan waktu tertentu. Akan 
tetapi untuk operator dan maintenance menurut hasil analisa penulis tidak 
dapat digolongkan dalam pekerjaan waktu tertentu, karena untuk operator 
yang terdiri dari bomb steel dan pemberes kain dan maintenance dari sifat 
pekerjaannya sendiri adalah tetap, sehingga tidak dapat apabila seorang 
operator dapat masuk dalam golongan pekerjaan waktu tertentu. 
Hal ini sangatlah bertentangan dengan dasar penetapan pekerjaan 
sehingga digolongkan dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dapat 
dilihat dalam ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 
yaitu : 
a. Ayat 1: 
1) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 
a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesainnya dalam waktu yang 
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penjajakan. 
b. Ayat 2 :Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap. 
c. Ayat 4 :Perjanjian kerja untuk waktu yang didasarkan atas jangka waktu 
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 
diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun. 
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Sehingga dapat dilihat bahwa Dasar Penetapan Pekerjaan Sehingga 
Digolongkan Dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu di PT Indatex 
Palur, Karanganyar, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
terutama dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 UU No.13 Tahun 2003 yang mana PT 
Indatex Palur, Karanganyar sifat pekerjaannya adalah musiman yaitu pada 
bagian produksi yang artinya hanya diperlukan apabila perusahaan mendapat 
pesanan dalam jumlah banyak dan untuk mendesain suatu produk baru, 
kegiatan baru, atau produk tambahan yang dalam masa penjajakan atau 
percobaan. 
Hal ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:KEP.100/MEN/VI/2004 yang 
menyatakan: ”Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi 
pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu sebagai pekerja musiman”. Dan juga dalam pasal 5 ayat (2) yang 
berbunyi : ”Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk 
pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan”. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa semua kebijakan 
tersebut PT INDATEX Palur, Karanganyar tidak sesuai dengan dasar 
penetapan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan UU 
No. 13 Tahun 2003 pada pasal 59 ayat 1 (satu) dan 2 (dua). Serta pada pada 
ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor:KEP.100/MEN/VI/2004. 
Dasar penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam Perjanjian 
Kerja untuk Waktu Tertentu dari PT INDATEX Palur, Karanganyar 
diharapkan dapat diperbaiki kembali dan untuk terus dilaksanakan. 
Mengingat dasar penetapannya pekerjaan tersebut, sehingga jangan sampai 
dikemudian hari akan timbul masalah antara pekerja dan pengusaha terutama 
yang akan menghambat proses produksi. 
2. Isi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dan Landasan Hukumnya di 
PT Indatex Palur, Karanganyar. 
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Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja tidak 
boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh 
pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh yang ada pada perusahaan. 
Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak 
Husnul Lisan selaku kepala Personalia di PT Indatex Palur, Karanganyar. 
Serta data sekunder yang berupa blanko Perjanjian Kerja bersama serta 
blanko perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Indatex Palur, 
Karanganyar secara garis besar isi dari perjanjian kerja waktu tertentu di PT 
Indatex Palur adalah : 
a. Identitas para pihak (nama/ alamat pekerja, nama/ alamat pengusaha dan 
pemberi kerja). 
b. Status dalam hubungan kerjanya (perjanjian kerja untuk waktu tertentu) 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan 
d. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
e. Besarnya upah dan cara pembayaran 
f. Sanksi maupun kesanggupan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu. 
Landasan hukumnya perjanjian kerja waktu tertentu di PT Indatex 
adalah ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat 
: 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 
b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh. 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan. 
d. Tempat pekerjaan. 
e. Besarnya upah dan cara pembayaran. 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja atau buruh. 
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 
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i. Tanda tangan para pihak dalam perjajian kerja 
Dilihat dari sisi perlindungan hukum, Perjanjian Kerja PT INDATEX 
yang dibentuk ini sangat merugikan bagi pihak pekerja, karena tidak ada 
kepastian hukum yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak pekerja. Bila 
terjadi permasalahan dalam masa melaksanakan pekerjaan maka pekerja 
berada dalam posisi yang lemah. Posisi yang lemah pada pihak pekerja ini 
disebabkan karena tidak diaturnya secara jelas dalam Perjanjian Kerja tentang 
pemenuhan hak-hak bagi pekerja. 
Namun pada dasarnya, isi dari perjanjian kerja waktu tertentu di PT 
Indatex Palur tersebut telah sesuai dengan Pasal 54 UU No.13 Tahun 2003. 
Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dalam isi pasal 54 UU No.13 Tahun 
2003 dengan isi dari blanko perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT 
Indatex Palur. 
Idealnya dalam perjanjian kerja ini terdapat aturan-aturan yang jelas 
mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat langsung 
didalamnya. Perjanjian kerja harus dapat memberikan kepastian hukum bagi 
pekerja karena perjanjian kerja ini bersifat indifidual, yaitu bersifat 
perorangan yaitu tiap pekerja secara pribadi dengan penguasa. 
3. Pelaksanaan Isi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. 
INDATEX Palur, Karanganyar. 
Pelaksanaan Isi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. 
INDATEX Palur, Karanganyar telah dilakukan dengan baik dan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesesuaian ini terbukti 
dengan tidak adanya masa percobaan kerja bagi pekerja kontrak dan dalam 
pengupahan serta pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat 1 dan 
2 UU No. 13 Tahun 2003. Ini berarti isi dari perjanjian kerja waktu tertentu di 
PT INDATEX Palur, Karanganyar telah sah menurut hukum. Hal ini dapat 
menciptakan kesadaran hukum yang merupakan penghubung antara hukum 
dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif 
Di PT. INDATEX Palur, Karanganyar dalam pelaksanaan 
perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu telah sesuai 
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dengan pasal 59 ayat (5) dan (6) UU No. 13 tahun 2003. Pada dasarnya dalam 
pelaksanaannya pada pasal 59 ayat 7 dijelaskan bahwa ”Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum 
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
Hal ini terbukti di PT. INDATEX, Karanganyar telah diketahui 
adanya  pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam masa penjajakan atau percobaan. Disini 
dapat dijelaskan bahwa PT. INDATEX, Karanganyar adalah sebuah 
perusahaan besar yang bergerak di bidang textile, sehingga menurut penulis 
tidak dapat untuk mengadakan masa penjajakan atau percobaan untuk produk 
baru atau semacamnya yang masih dalam bidang textile karena untuk jenis 
dari sifat pekerjaan seperti itu adalah tetap, sehingga tidak dapat PT. 
INDATEX, Karanganyar mengidentifikasikannya dalam pekerjaan waktu 
tidak tertentu. 
Karena dalam hubungan kerja harus ada perjanjian kerja dan 
perjanjian kerja tersebut dibuat atas dasar : 
a. kesepakatan kedua belah pihak; 
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam hal pengupahan, pengusaha sebagai pihak pertama yang 
memberikan pekerjaan pada pekerja kontrak sebagai pihak kedua, maka 
pengusaha berhak untuk memberikan perintah atau instruksi pada pekerjanya 
untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selain mempunyai hak 
terhadap para pekerjanya, pengusaha juga berkewajiban untuk membayar 
upah atau gaji para pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah 
pekerja bekerja pada pengusaha maka pekerja berhak mendapatkan upah atau 
gaji sebagai imbalan atas kerja yang dilakukannya. Pekerja kontrak di PT. 
INDATEX Palur, Karanganyar menerima upah sesuai dengan sistem 
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pengupahan yang berlaku, demikian juga dengan tunjangan yang 
diterimanya. 
Dikarenakan pekerja bekerja pada pihak lain yaitu, pengusaha maka 
pekerja harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Sebab jika 
pekerja tidak mentaati peraturan yang berlaku, maka pekerja kontrak akan 
mendapatkan sanksi. Selama ini PT. INDATEX Palur, Karanganyar belum 
pernah terjadi pelanggaran yang serius sehingga mengakibatkan di-PHK-nya 
pekerja kontrak. Pelanggaran yang sering terjadi di PT. INDATEX Palur, 
Karanganyar adalah masalah absensi atau kurang disiplinnya para pekerja. 
Akibat pelanggaran yang pekerja lakukan tersebut, maka pekerja akan 
mendapatkan surat peringatan secara lisan. 
Dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT INDATEX Palur, 
Karanganyar dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk pekerja, 
pengusaha dan kantor Departemen Tenaga Kerja. Perjanjian kerja waktu 
tertentu di PT INDATEX Palur, Karanganyar ini sesuai dengan peraturan 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT INDATEX Karanganyar” maka penulis 
dapat menyimpulkan hal-hal sebagai   berikut : 
1. Dasar Penetapan Pekerjaan Sehingga Digolongkan Dalam Perjanjian Kerja 
Untuk Waktu Tertentu di PT Indatex Palur, Karanganyar. Pada dasarnya 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 59 ayat 1 
dan 2 UU No.13 Tahun 2003. Ketidaksesuaian tersebut dapat mengakibatkan 
pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu dapat batal demi 
hukum dan menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
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2. Isi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dan Landasan Hukumnya di PT 
Indatex Palur, Karanganyar. Pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, yaitu blanko Perjanjian Kerja bersama serta blanko perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu di PT Indatex Palur, Karanganyar meliputi : 
a) Identitas para pihak 
b) Status dalam hubungan kerjanya (perjanjian kerja untuk waktu tertentu) 
c) Jabatan atau jenis pekerjaan 
d) Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
e) Besarnya upah dan cara pembayaran 
f) Sanksi maupun kesanggupan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
3. Pelaksanaan Isi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. INDATEX 
Palur, Karanganyar telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Kesesuaian ini terbukti dengan tidak 
adanya masa percobaan kerja bagi pekerja kontrak dan dalam pengupahan 
serta pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat 1 dan 2, UU No. 13 
Tahun 2003. Ini berarti isi dari perjanjian kerja waktu tertentu di PT 
INDATEX Palur, Karanganyar telah sah menurut hukum.  
 
B. Saran  
1. PT INDATEX Palur, Karanganyar lebih menyempurnakan Perjanjian 
kerja Bersama (PKB). Mengingat dasar penetapannya pekerjaan tersebut, 
sehingga jangan sampai dikemudian hari akan timbul masalah antara 
pekerja dan pengusaha terutama yang akan menghambat proses produksi. 
2. PT INDATEX Palur, Karanganyar lebih tanggap dan lebih serius dalam 
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